11

SUATU  TINJAUAN PELAKSANAAN  TUNTUTAN  GANTI  RUGI  KEBAKARAN  PADA  PT.JIWASRAYA DI  SAMARINDA
Eunike Melani Sulaiman

Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Dalam  pembangunan  fisik  dewasa  ini  makin  banyak  dibangun  gedung  perkantoran,  gedung  perusahaan,  pabrik-pabrik,  maupun   bangunan-bangunan  lain  yang  semuanya  mempunyai  nilai  yang  tinggi,  Semakin  tinggi  nilai  bangunan  atau  benda  tersebut  semakin  tinggi  pula  nilai  resikonya. Melihat  pesatnya  pembangunan  tersebut  dan  resiko  yang  mungkin  dihadapi,  serta  mengingat  bahwa  bencana  kebakaran  terhadap  harta  kekayaan  pribadi  maupun  harta  kekayaan  suatu  perusahaan  yang  berupa  bangunan  atau  gedung-gedung  dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  dan  kemungkinan   pemiliknya  akan  jatuh  pailit,  maka  perlu  ada  perhatian  untuk  mengadakan  penutupan  asuransi  kebakaran  atas  benda-benda  tersebut.

P  E  N  D  A  H  U  L  U  A  N

Dalam  pembangunan  fisik  dewasa  ini  makin  banyak  dibangun  gedung  perkantoran,  gedung  perusahaan,  pabrik-pabrik,  maupun   bangunan-bangunan  lain  yang  semuanya  mempunyai  nilai  yang  tinggi,  Semakin  tinggi  nilai  bangunan  atau  benda  tersebut  semakin  tinggi  pula  nilai  resikonya.

Melihat  pesatnya  pembangunan  tersebut  dan  resiko  yang  mungkin  dihadapi,  serta  mengingat  bahwa  bencana  kebakaran  terhadap  harta  kekayaan  pribadi  maupun  harta  kekayaan  suatu  perusahaan  yang  berupa  bangunan  atau  gedung-gedung,  dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  dan  kemungkinan   pemiliknya  akan  jatuh  pailit,  maka  perlu  ada  perhatian  untuk  mengadakan  penutupan  asuransi  kebakaran  atas  benda-benda  tersebut.

Sejauh  pengamatan  penulis,  bidang  asuransi  khususnya  asuransi  kebakaran  masih  kurang  diminati  atau  digunakan  oleh  masyarakat,  sebagai  contoh  dapat  dilihat  dari  beberapa  bangunan  didaerah  pertokoan  dan  pusat  belanja  di  Samarinda  terbakar  karena  kerusuhan  beberapa  waktu  yang  lalu,  yang  mempunyai  nilai  kerugian  besar,  ternyata  tidak  diasuransikan.

Adapun  fungsi  penutupan  asuransi  kebakaran  tersebut  untuk  memberikan  proteksi  atau  perlindungan  jika  benda-benda  tersebut  mengalami  musibah ( kebakaran)  sehingga  pihak  yang  menutup  asuransi ( tertanggung )  akan  menerima  pembayaran  ganti  rugi  dari  pihak  penerima  pertanggungan ( penanggung ).

Tujuan  pertanggungan  atau  asuransi  dalam  arti  untuk  mengalihkan  resiko  bertanggung  kepada  penanggung,  yang  berarti  bahwa  penanggung  berkewajiban untuk  mengganti  kerugian    bila  terjadi  kerugian  yang  tidak  diinginkan,  misalnya  karena  musibah, kebakaran  dan  kerugian  fisik,  sebagai  kontra  prestasinya,  pihak  tertanggung  harus  membayar  uang  premi  kepada  penangggung  
Dalam  praktek  asuransi  kebakaran,  apabila  terjadi  suatu  kerugian  yang  tidak  diinginkan  tertanggung  akan  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi ( klaim)  Dalam  kerugian  ini  perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  berkewajiban  mengganti  kerugian  tertanggung,  Untuk  itu  penanggung  akan  menyuruh  Juru  taksir  ahli  ( Adjuster )   untuk  menkasir  jumlah  kerugian.

Tugas  seorang  juru  taksir  ahli  menurut  polis  hanyalah  menaksir  dan  menetapkan  jumlah  kerugian,  tetapi  didalam  praktek  penanggung  akan  menyuruh juru  ahli  tersebut  untuk  juga  menyelidik  tentang  penyebab  terjadinya  kerugian,  memperhatikan  adanya  kesalahan  dalam  penuntutan  dan  juga  memperhatikan  apakah  kerugian  tersebut  bena-benar  ditutup  oleh  polis 
Penyelidikan  hanya  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwajib  dalam  hal  ini  yaitu  kepolisian,  keputusan  terkhir  sebenarnya  ada  di  tangan  penanggung,  apakah  kerugian  yang  tidak  diinginkan  termasuk   dalam  perjanjian  pertanggungan  sesuai  dalam  pernyataan  dalam  polis  atau  tidak.  Keterangan  berdasarkan  suatu  pemeriksaan  juru  taksir  ahli hanya  bersifat  sebagai  pemberitahuan  saja,  bukan  merupakan  jawaban  atas  klaim.

Di dalam  pertanggungan  kebakaran  dapat  terjadi  pertanggungan  yang  melebihi  harga  sesungguhnya,  menurut  pasal  153  ayat  1  KUH dagang,  apabila  terjadi  kerugian  demikian  maka  pertanggungan  tersebut  hanya  syah  untuk  jumlah  harga  sesungguhnya  saja.   Apabila  terjadi  total  loss  atau  kemusnahan  seluruh  barang  yang  dipertanggungkan  tertsanggung  hanya  akan  menerima  pembayaran  ganti  kerugian  sebesar  nilai  total  loss  tersebut.

Kerugian  demikian  dapat  mengakibatkan  sustu  perselisihan  antara  tertanggung  dengan  penanggung   dalam  kerugian  ini  tertanggung  merasa  tidak  mendapat  ganti  kerugian  sesuai  dengan  premi  yang  dibayar.  Dalam  pertanggungan  yang  lebih   dari   nilai  sesungguhnya  uang  premi  yang  dibayar  oleh  tertanggung  sebenarnya  terlalu  banyak.

Berdasarkan  beberapa  uraian  tersebut  diatas  maka  penulis  merasa  berkeinginan  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pertanggungan  kebakaran  serta  sejauh  mana  pertanggungan   penaggung  kepada  tertanggung,  dalam  bentuk  karya  ilmiah  dengan  judul ;  SUATU  TINJAUAN PELAKSANAAN  TUNTUTAN  GANTI  RUGI  KEBAKARAN  PADA  PT.JIWASRAYA DI  SAMARINDA

Penelitian  perlu  dibatasi  permasalahannya,  dengan  tujuan  untuk  membimbing  penelitian  ini  agar  tidak  menyimpang  terlalu  jauh  dari  tujuan  penelitian,  maka  obyek  penelitian  ini  adalah  tuntutan  ganti  rugi kebakaran,  sedangkan  subyeknya  adalah  ganti  kerugian.

        Adapun  penetian  ini  di  batasi  pada  permasalahan  tentang;  pelaksanaan   tuntutan  ganti  rugi  kebakaran  atas  bangunan.

1. Bagaimana  pelaksanaan  tuntan  ganti  kerugian  apabila  terjadi  kerugian  material  terhadap  benda  pertanggungan/  asuransi  pada  PT Jiwasraya   terhadap  musibah  kebakaran  atas  bangunan  tertanggung ?

2. Bagaimana  penyelesaian  yang  di tempuh  apabila  terjadi  ketidak  sesuaian  nilai  ganti  rugi  antara  PT Asuransi jiwasraya  Samarinda dengan  pihak  tertanggung ?

a. terhadap  tertanggung  dalam  praktek

1. Jenis  Penelitian

Jenis  penelitian  yang  di gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis Empiris,  yang  membandingkan  asas  hukum, teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait   dengan  penelitian  ini  terhadap  pelaksanaan  ganti  rugi  menjadi  suatu  penulisan  yang  sistimatis  dan  rasional

2. Sumber   Data

Sumber  data  diperoleh  dari ;

a. Data  primer, yang  terdiri  dari

Data  asli  yang  didapat dari  responden

b. Data  sekunder  yang  terdiri  dari ;

1. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  yang  meliputi ;

a.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata

b. Kitab UndangUndang Hukum Dagang

2. Bahan  hukum  sekunder,  yang  meliputi

a. Peraturan  perasuransian/perkoperasian

b. Pedoman  pelaksanaan  usaha  perasuaransian

c. Perjanjian  asuransi/polis  asuransi

3. Bahan  hukum  tertier  yang   meliputi ;

a. Kamus  besar  Bahasa  Indoneisa

b. Ensiklopedi  hukum  Indonesia

c. Buku-buku  hukum  yang  relevan

1. Sumber  data  primer
Sumber  data  primer  adalah  para  pihak  yang  terkait  langsung  dengan  permaslaahn  yang  diteliti ,  Dari  sumber  data  ini  diharapkan  diperoleh  sejumlah  data,  fakta  atau  keterangan  secara  langsung  melalui  penelitian  dilapangan  yakni  PT  Asuransi  jiwasraya  di  Samarinda.

2. Sumber  data  Sekunder
Sumber  data   sekunder   dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  perpustakaan,  dalam  hal  ini  yang  meliputi  buku-buku  hukum  dan  lain-lain  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti

Tehnik  Pengupulan  Data

Didalam  pengumpulan  data  untuk  penulisan  skripsi  ini  setelah  menyelesaikan  situasi  dan  kondisi  dilapangan,  penulis  menggunakan  beberapa  cara,  yaitu ;

a. Studi  kepustakaan,  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  sebagai  sumber  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  penelitian

b. Studi  Lapangan,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung  kepada  pihak  yang  terkena  musibah  kebakaran/ instansi yang  terkait  dengan ganti  rugi.
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Kebakaran Pada  PT.Jiwasraya di  Samarinda

Tuntutan ganti kerugian atas klaim asuransi kebakaran merupakan hak dari pihak tertanggung sebagai kontra prestasi atas prestasi berupa premi yang dibayarkannya kepada pihak penanggung. Sedang penanggung sendiri harus berkewajiban atas pemenuhan daripada permohonan klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung.

Klaim di sni adalah tuntutan atau permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada pihak penganggung yaitu perusahaan asuransi umum PT. Jiwasraya Samarinda terhadap apa yang di derita oleh tertanggung karena kebakaran yang menimpa perusahaan tertanggung.

Menurut surat pemberitahuan, telah terjadi musibah kebakaran atas bangunan, barang-barang berupa kayu gelondong dan papan berjenis serta mesin-mesinnya, yang telah dipertanggungkan dibawah polis asuransi kebakaran. Dalam kebakaran tersebut telah terjadi total loss, yaitu musnahnya seluruh harta benda yang dapat dipertanggungkan. Tuntutan ganti rugi atau klaim tidak dapat diajukan begitu saja bila terjadi evenemen. Berdasarkan polis kebakaran Indonesia, tertanggung sesudah mengetahui atau sudah mengetahui adanya kebakaran yang benhubungan dengan kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam polis diharuskan:

1. Segera memberitahukan hal itu kepada pihak penanggung.

2. Dalam waktu 7 hari harus memberikan keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran itu.

Selain itu, pada waktu terjadi kebakaran tertanggung harus dapat membuktikan bahwa untuk tertanggung sedapat-dapatnya menyelamatkan dan menjaga harta milik dan barang-barang miliknya yang dipertanggungkan. Tertanggung juga harus memberikan ijin orang lain menolong dan menjaga keselamatan barang-barang tersebut, serta memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya, untuk melakukan penelitian atas kebakaran yang terjadi serta menjaga keselamatan segala sesuatu yang masih bernilai. Hal ini dikarenakan menurut polis standar kebakaran Indonesia bila tertanggung tidak berbuat demikian, maka haknya atas ganti rugi hilang.

Prosedur mengajukan klaim yang dilakukan setelah adanya surat pemberitahuan yaitu:

1. Menyerahkan polis beserta berita acara atau surat keterangan yang menyatakan kejadian yang dimaksud.

2. Meyerahkan laporan kerugian yang selengkap-lengkapnya.

3. Memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh penanggung.

B. Penyelesaian Yang Ditempuh Apabila Terjadi Ketidaksesuaian Nilai Ganti Rugi Antara PT. Jiwasraya Samarinda Dengan Pihak Tertanggung

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagai tanggung jawab penanggung dapat segera dilaksanakan apabila syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan klaim telah lengkap dan selesai dihitung oleh juru taksir atau adjuster. Adapun penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung didasarkan pada prinsip perseimbangan, yaitu perseimbangan antara resiko yang diperalihkan dengan kerugian yang timbul.

PT. Jiwasraya dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari keadaan atau peristiwa kebakaran yang menjadi resiko yang ditanggungnya. Sebagai suatu lembaga asuransi, maka layak apabila menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun hambatan itu adalah:

1. Belum lengkapnya aturan khusus yang diberlakukan oleh PT.Jiwasraya sebagai bentuk asuransi yang bergerak dalam jasa pertanggungan.

2. Dalam pengurusan klaim asuransi sering terjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan kalim, karena peristiwa kebakaran pada prinsipnya sangat berpengaruh terhadap mental tertanggung.

3. Santunan atau klaim yang diberikan kepada tertanggung terlalu kecil, karena adanya keraguan dari pihak penanggung atas peristiwa kebakaran tersebut, serta adanya taksasi nilai kerugian yang diputuskan.

Salah satu kewajiban tertanggung yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh klaim adalah:

1. Segera memberitahukan kepada PT. Jiwasraya Samarinda sebagai penanggung atau agennya secara tertulis.

2. Melindungi harta dari kerusakan selanjutnya.

3. Memisahkan benda yang rusak dan tidak rusak dan menyampaikan daftar tentang semua harta.

4. Mengajukan bukti kerugian yang terperinci dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kerugian itu.

5. Menyerahkan semua bukti yang ada kepada ahli penyelesaian klaim (ajuster) dari perusahaan asuransi untuk membantu menentukan kerugian.

P  E  N  U  T  U  P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian bila terjadi kerugian material terhadap harta benda yang ditanggungkan PT.Jiwasraya Samarinda terhadap musibah kebakaran atas bangunan tertanggung, dapat diidentifikasi bahwa Tuntutan ganti rugo atau klaim harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim disertai dengan dokumen pendukung klaim. Pihak penanggung berhak menolak klaim apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan.

2. Penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi ketidak sesuaian nilai ganti rugi antara PT. Jiwasraya Samarinda dengan pihak tertanggung, dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi evenemen yang hanya mengakibatkan kerusakan benda pertanggungan sebagian saja atau partial loss.

B. Saran

1. Perusahaan Asuransi PT. Jiwasraya diharapkan memberikan jumlah klaim yang diajukan tertanggung sesuai dengan penghitungan yang sebenar-benarnya atas kerugian yang diderita tertanggung sebagian menjadi tanggungan penagnggung. Tertanggung seharusnya mendapatkan pembayaran kalim sesuai kesepakatan yakni sebesar nilai kerugian ayng harus diganti sesuai dengan perjanjian pertanggungan.

2. Perusahaan Asuransi PT. Jiwasraya diharapkan tidak berbelit-belit atau mempersulit dalam pengurusan penuntutan klaim dalam praktek penutupan pertanggungan maupun dalam tanggung jawab atas pembayaran klaim dari pihal tertanggung untuk menjamin bonafiditas perusahaan.
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